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ABSTRACT

The demand for land continues to rise alongside population growth and area
development, yet land availability is increasingly limited. This situation has led to
the emergence of poorly controlled settlements, resulting in environmental
degradation or the formation of slum areas. One government initiative to address
slum settlements is the implementation of a renewal program. This study aims to
identify the stages of the renewal process and the resulting socio-economic impacts
on the community in RT 02 RW 01 Kampung Terban, Terban Urban Village,
Gondokusuman District, Yogyakarta City. A qualitative method with a descriptive
analysis approach was employed. This allowed for a clear delineation of the renewal
stages, spanning pre construction, construction, and post construction phases.
Observed social impacts include changes in social well-being and lifestyle, while
economic impacts involve changes in income, employment, and asset ownership

specifically the acquisition of legal tenure from the Yogyakarta Sultanate.

Keywords: Slum Settlements, Renewal, Socio Economic Impact.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Allen et al., (2018) pembangunan berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki tujuh belas tujuan
pembangunan global. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini dirancang
untuk menjawab berbagai tantangan global yang kompleks, seperti
kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, serta perlunya menjaga
keberlanjutan pembangunan (Zen dkk., 2025). Untuk tercapainya tujuan
pembangunan berkelanjutan pada point 11 berfokus pada menciptakan kota
dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam
mewujudkan hal tersebut, Di wilayah perkotaan, laju pertumbuhan
penduduk mendorong peningkatan kebutuhan ruang yang tidak sebanding
dengan ketersediaannya (Santosa & Rais, 2021).

Perkembangan kawasan perkotaan merupakan fenomena yang tidak
terpisahkan dari proses pembangunan. Pesatnya laju urbanisasi,
pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas di wilayah perkotaan
mendorong meningkatnya kebutuhan akan lahan permukiman. Namun,
keterbatasan ketersediaan lahan di wilayah perkotaan sering kali
menyebabkan tekanan terhadap pemanfaatan ruang (Harahap Insan, 2021).
Apabila kondisi tersebut tidak dikelola secara optimal melalui kebijakan tata
ruang yang efektif, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan
penurunan kualitas lingkungan serta munculnya permukiman kumuh
(Achmad, 2023).

Menurut Amar (2009) perkembangan suatu kota disebabkan
beberapa fenomena seperti perubahan ruang-ruang kota secara sistematis
sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Fenomena
tersebut memicu akan munculnya pemanfaatan ruang di kawasan yang

seharusnya dilindungi seperti sempadan sungai (Wijaya dkk., 2017).



Pemanfaatan ruang di area bukan peruntukknya akan menyebabkan
penurunannya kualitas sehingga menjadi kumuh (Arung & Ulimaz, 2021).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat.

Menurut Fitri (2021) keberadaan permukiman kumuh berdampak
besar terhadap kondisi dan perkembangan suatu kota seperti berkurangnya
kualitas lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya ditimbulkan dari adanya
pemukiman kumuh. Pemerintah juga akan kehilangan kendali terhadap
penduduk perkotaan terutama di kawasan kumuh yang berpotensi terhadap
peningkatan kejahatan dan penyakit. Dalam konteks perkotaan di Indonesia
menghadapi berbagai permasalahan yaitu sulit menyediakan tempat tinggal
bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Febriana dkk., 2022).
Adapun ekonomi masyarakat yang rendah dapat mengakibatkan semakin
tingginya angka kriminalitas di permukiman kumuh (Saputra dkk., 2022).

Tantangan terbesar dalam pengadaan rumah bagi masyarakat
berpendapatan rendah yakni ketersediaan lahan terutama di kota-kota besar
yang harganya sudah tidak terkendali. Sehingga sempadan sungai
dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk hunian
yang memiliki keterbatasan akses terhadap lahan hunian yang layak
(Berliana & Pujiati, 2018). Dari ekonomi masyarakat yang rendah dapat
mengakibatkan semakin tingginya angka kriminalitas di permukiman
kumuh (Saputra dkk., 2022). Penelitian oleh Amelia & Dwisaraswati
(2019) menunjukkan bahwa kawasan sempadan sungai cenderung
mengalami tekanan pemanfaatan ruang akibat kebutuhan lahan

permukiman yang tinggi, terutama di kawasan perkotaan yang padat.



Permasalahan tersebut menjadi isu utama yang selalu mendapat perhatian
lebih dari pemerintah (Kementerian PUPR, 2019).

Salah satu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) vyaitu
peningkatan kualitas permukiman kumuh. Menurut Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh
terdapat tiga cara pola penanganan peningkatan kualitas permukiman
kumuh. Pola penanganan tersebut meliputi Pemugaran, Peremajaan, dan
Permukiman Kembali. Tujuan peningkatan kualitas permukiman kumuh
adalah untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan
penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Misi terlaksananya program KOTAKU sebagai salah satu upaya
dalam rangka mencapai target tertuang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 — 2024 khususnya bidang
pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh sampai dengan 0 Ha di
tahun 2024. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara nasional
melalui prorgam DAK Terintegrasi bidang Perumahan, Air Minum dan
Sanitasi.

Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai menjadi
salah satu isu pembangunan yang sangat penting dalam rangka menciptakan
Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan dan layak huni. Program ini akan
mengedepankan prinsip M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di kawasan
permukiman kumuh, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui
peremajaan kawasan dengan konsep konsolidasi lahan yang memungkinkan
pengembangan kawasan menjadi lebih tertata dengan baik dan lebih

nyaman untuk dihuni. Penataan ini juga bertujuan untuk mengurangi



ketimpangan sosial dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan
dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Implementasi
konsep konsolidasi lahan akan menjadi salah satu upaya strategis dalam
penanganan kawasan kumuh. Melalui konsolidasi ini, tanah yang tidak
teratur dan tidak tertata dengan baik akan dikelola menjadi kawasan yang
lebih fungsional dan teratur, yang pada akhirnya dapat mendukung
ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029).

Program KOTAKU telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta yang di terapkan di RT 02 RW 01 Kelurahan Terban, Kemantren
Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Berdasarkan pada SK Walikota
Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Luasan permukiman
kumuh keseluruhan di Kota Yogyakarta sebesar 114,7 Ha. Secara spesifik
pada RT 02 RW 01 dengan luas 2,328 Ha kategori kumuh ringan dan status
lahan Sultan Ground serta berbatasan langsung dengan sungai Code.
Berdasarkan Laporan Perumahan dan Permukiman Layak Huni Menuju
Kampung Madani oleh DPUPKP Kota Yogyakarta, perlu dilakukan
penanganan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dengan
metode peremajaan dengan konsep konsolidasi lahan sehingga masyarakat
tidak perlu di relokasi hal ini menjadi solusi dari keterbatasan lahan.

Sejalan dengan PERMEN PUPR Nomor 14/PRT/M/2018
permukiman kumuh ditandai dengan bangunan-bangunan yang ada terlalu
berdekatan dan akses jalan yang hanya selebar kurang lebih 1,5 meter, yang
mana jika ada situasi darurat mobil ambulans ataupun pemadam kebakaran
tidak bisa masuk. Selain itu, dari kondisi lingkungannya terlihat belum ada
sarana 4 instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga masyarakat masih
membuang semua limbah domestik ke sungai dan berakibat pada kualitas
kebersihan air sungai yang menurun atau bahkan menjadi sumber penyakit.
Kondisi tersebut menjadikan kawasan bantaran Sungai Code sebagai salah

satu sasaran peremajaan dengan konsep konsolidasi lahan yang



dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta melalui program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU).

Penelitian Azzahra dkk (2024)menunjukkan bahwa penanganan
kawasan kumuh perlu diarahkan pada terciptanya permukiman yang aman,
tertib, dan sehat melalui penyediaan prasarana lingkungan yang memadai.

Rumah deret ini sering dijumpai di daerah pinggiran perkotaan
akibat mahalnya harga lahan di tengah kota. Rumah deret menjadi salah satu
solusi yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak swasta bagi masyarakat
menengah ke bawah untuk dapat memiliki rumahnya sendiri (Asnur et al.,
2019). Rumah deret ini menjadi solusi dalam penataan permukiman kumuh
di lahan yang terbatas dengan bangunan bergandeng antara rumah satu
dengan yang lainnya. Dari pelaksanaan peremajaan ini menghasilkan rumah
deret Terban Madani yang keberadaannya memiliki manfaat baik dari segi
ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tahapan penataan
permukiman kumuh melalui peremajaan dan dampaknya dari aspek sosial,
ekonomi dan lingkungan pada masyarakat RT 02 RW 01 Kampung Terban,

Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan Peremajaan permukiman kumuh di RT 02 RW 01
Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota
Yogyakarta?

2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi pasca Peremajaan permukiman
kumuh di RT 02 RW 01 Kampung Terban, Kelurahan Terban,

Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1.

Untuk menganalisis tahapan Peremajaan permukiman kumuh di RT 02
RW 01 Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kemantren
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi pasca Peremajaan
permukiman kumuh di RT 02 RW 01 Kampung Terban, Kelurahan

Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Manfaat Penelitian:

1.

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu serta
wawasan dalam Peremajaan permukiman kumuh baik pada tahapan
pelaksanaan maupun dampak sosial dan ekonomi.
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
terkait pelaksanaan Peremajaan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta
maupun di wilayah lain serta sebagai masukan dan rekomendasi untuk

pelaksanaan Peremajaan permukiman kumuh selanjutnya.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Tahapan Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh di RT 02 RW 01

Kampung Terban dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018. Tahapan tersebut

meliputi pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Pendanaan proses

peremajaan tersebut melalui dana APBD dan DAK.

Dampak sosial dan ekonomi pasca peremajaan RT 02 RW 01 Kampung

Terban:

a. Kondisi sosial

Kondisi sosial masyarakat mengalami beberapa perubahan setelah

dilaksanakan program peremajaan permukiman kumuh yakni hubungan
antar penghuni rumah deret Terban Madani menjadi lebih dekat dan
dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan nyaman serta
mendorong  partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan
kelembagaan.

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat mengalami beberapa perubahan

setelah dilaksanakan program peremajaan permukiman kumuh
berdasarkan pendapatan masyarakat menjadi lebih berat, karena
penghasilan tetap namun pengeluaran masyarakat meningkat untuk
kebutuhan air, listrik, sampah serta iuran lingkungan. Sebagian WTP
mengalami perubahan mata pencaharian yang terjadi dari tukang rosok
menjadi gejek. Kepemilikan asset masyarakat berupa tanah dan
bangunan yang dimiliki seluruhnya menjadi permanen dan berdiri

dengan alas hak SHGB diatas Sultan Ground.
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B. Saran

Rumah Deret Terban Madani yang dikembangkan sebagai proyek
percontohan (pilot project) dalam penataan kawasan permukiman bantaran
sungai perlu dievaluasi secara menyeluruh guna menilai efektivitas,
keberlanjutan, serta berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan
lingkungan. Evaluasi tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam
mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki,
sehingga penerapan model penataan serupa pada lokasi lain dapat dilakukan
secara lebih tepat dan kontekstual. Selain itu, berbagai potensi dampak negatif
yang muncul selama tahapan pelaksanaan perlu menjadi bahan pertimbangan
dalam perumusan kebijakan dan strategi penataan kawasan permukiman di masa
mendatang agar tujuan peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan

masyarakat dapat tercapai secara optimal.
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